BAB III

PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
Nomor 0078/Pdt.P./2010/PA.Lmg.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan
1. Wewenang dan Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan
Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah: :

a. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama
anatara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris,
Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syari'ah.

b. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah
hukumnya apabila diminta dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal
dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah.

c. Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama scsuai

dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan

! Tim IT PA Lamongan, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama,” dalam
http://palamongan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=212 (10
Oktober 2011)
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melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai
dengan peraturan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga
mengatur tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan
Agama pada Pasal 49 yang sckarang juga meliputi perkara-perkara dibidang
ekonomi Syari‘ah. Sccara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama meliputi :

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Sedekah

i. Ekonomi Syari'ah

Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal
yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan
yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke

dalam 22 butir, yaitu :
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Izin beristri lebih dari scorang.

. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21
tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada
perbedaan pendapat.

Dispensasi kawin.

. Pencegahan perkawinan.

. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pembatalan perkawinan.

. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.

. Perceraian karena falaq.

Gugatan perceraian.

Penyelesaian harta bersama.

. Penguasaan anak.

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak
yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.

. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

. Pencabutan kekuasaan wali.
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q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan
seorang wali dicabut.

r. Menunjuk secorang dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18
tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada
penunjukan wali oleh orang tuanya.

s. Pembebanan kewajiban ganti kcrugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah
kekuasaannya.

t. Penetapan asal-usul anak.

u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan melakukan perkawinan
campuran, dan

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut
peraturan yang lain.?

Bidang-bidang terscbut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh
Pengadilan Agama secara umum, schingga semua Pengadilan Agama hanya
boleh mengadili bidang-bidang di atas. Selain itu, Pengadilan Agama tidak
berwenang.

Sedangkan kedudukan Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu: “Pada dasarnya

2 gulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Lencana.
2008), 105-108



tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibukota
kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau
kabupaten tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian”.3
Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 1 12° 4
s.d. 112° 33’ Bujur Timur dan Lintang 6° 51’ s.d. 7° 23’ Lintang Selatan.
Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :
a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
Wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang
berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket
Kabupaten Lamongan meliputi: 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12
Kelurahan, Jarak tempuh antar desa dengan kantor Pengadilan Agama
Lamongan antara 1,5 km-75,5 km dengan ongkos pemanggilan radius I, II,
III, dan IV sesuai dengan Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama
Lamongan Nomor W13-A7/625/HK.00.5/SK/I[I/2009. Wilayah hukum

Pengadilan Agama Lamongan antara lain:*

3 H. Imam Wahyudi, S.H., Wawancara, Lamongan, 28 Maret 2009
% Tim IT PA Lamongan, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan” dalam

http://palamongan.net/index.php?option=com_content&t ask=view&id=126&Itemid=256 (10
Oktober 2011)



. Kecamatan Brondong meliputi 10 desa.

. Kecamatan Paciran meliputi 17 desa.

. Kecamatan Solokuro meliputi 10 desa.
. Kecamatan Laren meliputi 20 desa.

. Kecamatan Sukorame meliputi 9 desa.
Kecamatan Bluluk meliputi 9 desa.

. Kecamatan Sambeng meliputi 22 desa.
. Kecamatan Modo meliputi 17 desa.

Kecamatan Glagah meliputi 28 desa.

Kecamatan Karang Binangun meliputi 21 desa.

. Kecamatan Kali Tengah meliputi 20 desa.
Kecamatan Ngimbang meliputi 19 desa.
. Kecamatan Babat meliputi 23 desa.

. Kecamatan Maduran meliputi 15 desa.

. Kecamatan Karanggeneng meliputi 18 desa.

. Kecamatan Turi meliputi 19 desa.
. Kecamatan Sekaran meliputi 21 desa.
Kecamatan Kedung Pring meliputi 23 desa.

Kecamatan Mantup meliputi 15 desa.

Kecamatan Kembangbahu meliputi 18 desa.

. Kecamatan Pucuk meliputi 17 desa.
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v. Kecamatan Sukodadi meliputi 20 desa.

Kecamatan Sugio meliputi 21 desa.

x. Kecamatan Tikung meliputi 13 desa.

y.

Kecamatan Sarirejo meliputi 9 desa.

z. Kecamatan Lamongan meliputi 20 desa.

aa. Kecamatan Deket meliputi 17 desa.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan®
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Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

BAGAN SRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
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B. Penerapan Kaidah Fikih Dalam Penctapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor
0078/Pdt.P./2010/PA.Lmg.
1. Deskripsi Penetapan
Pemohon, gadis 21 tahun, adalah warga Kecamatan Sukorame
Kabupaten Lamongan. Pemohon adalah putri pasangan Ayah Pemohon, 46
tahun, dan Ibu Pemohon, 43 tahun. Sejak bulan September 2009, Pemohon
sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami, duda 31 tahun,
pekerjaan swasta. Hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga
sulit untuk dipisahkan. Kedua orang tua Pemohon dan Calon Suami Pemohon
tersebut sudah sama-sama mengetahui hubungan cinta tersebut. Mereka pun
berniat untuk menikah. Orang tua dan keluarga dekat Calon Suami kemudian
meminang Pemohon.
Pinangan tersebut dilakukan berkali-kali. Namun Orang Tua
Pemohon selalu menolak pinangan tersebut. Ayah Pomohon juga menolak
untuk menjadi wali nikah apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk menikah
dengan Calon Suami tersebut. Pemohon telah berusaha keras melakukan
pendekatan dan membujuk sang ayah untuk menerima pinangan tersebut,
namun ayah Pemohon tetap menolak.
Menurut Pemohon, Orang Tua Pemohon menolak karena alasan
ckonomi. Calon Suami Pemohon adalah seorang petani dari keluarga

sederhana sedangkan Orang Tua Pemohon adalah orang terpandang di desa.
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Selain itu, Calon Suami hanyalah lulusan SLTA dengan penghasilan Rp.

500.000,- setiap bulan.

Pemohon kemudian memberitahukan kehendak pernikahan tersebut
ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.
Namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut telah menolak dengan
menerbitkan Surat Penolakan Nomor: Kk.13.24.17/Pw.01/25/2010, tanggal
03 Juni 2010, dengan alasan karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi
wali atas pernikahan antara Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut.

Pemohon tidak bisa menerima penolakan orang tua, karena menurut
Pemohon penolakan tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak
berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Pemohon
tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami
Pemohon. Bahkan sampai persidangan dilaksanakan, Pemohon telah tinggal
satu rumah dengan Calon Suami. Pemohon beralasan bahwa:

a. Pemohon telah dewasa dan mengerti hal terbaik untuk dirinya serta telah
siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula
Calon Suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi
seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.

b. Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut
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ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

c. Apabila tidak segera melangsungkan pernikahan Pemohon sangat
khawatir apabila akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan
ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 Pemohon mengajukan
permohonan wali ‘adal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Lamongan Nomor: 78/Pdt.P/2010/PA.Lmg. Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan memberi naschat kepada Pemohon agar Pemohon
bersabar menunggu kesediaan Orang Tua Pemohon untuk menjadi wali
dalam rencana pernikahan Pemohon dengan Calon Suaminya, akan tetapi
tidak berhasil.

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera
memanggil Pemohon dan Orang Tua Pemohon untuk diberi petuah-petuah
dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik,
kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Menyatakan, wali nikah Pemohon adalah wali adlal;
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c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorame,
Kabupaten Lamongan untuk bertindak menjadi wali hakim dalam
pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;

d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir,
walaupun telah dipanggil secara patut dan sah. Karena itu majelis hakim
menganggap Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon
Suaminya tanpa alasan yang jelas. Dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan
agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil.

Kemudian pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Calon Suami
Pemohon di depan persidangan juga telah memberikan keterangan yang
serupa dengan keterangan Pemohon. Namun menurut keterangan Saksi | dan
2, alasan penolakan Orang Tua Pemohon adalah karena Calon Suami
Pemohon dianggap pernah merusak rumah tangga seorang kerabat dekat
Orang Tua Pemohon.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan

bukti-bukti surat berupa :
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a. Surat Penolakan dari kepala KUA Kecamatan Sukorame Kabupaten
Lamongan, Nomor: Kk.13.24.17/Pw.01/Pw.01/25/2010 tanggal 03 Juni
2010, selanjutnya diberi tanda (P.1);

b. Foto copy Akta Cerai Nomor: 150/AC/PA/M.Sy. Lmg, tanggal 20 Januari
2010 bermaterai cukup (P.2);

Berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Pemohon, keterangan

Calon Suami Pemohon maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta

bahwa Pemohon dan Calon Suaminya telah bertekat bulat dan bersepakat

untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah
sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik
menurut syara' (Agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani
bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga.

Pada akhirnya, Majelis hakim menetapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama (AYAH
PEMOHON) adalah adhal;

c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorame,
Kabupaten Lamongan sebagai Wali Hakim Pemohon tersebut;

d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.211.000, (Dua ratus sebelas ribu

rupiah) kepada Pemohon;
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Supaya lebih jelas, di bawah ini peneliti telah menyusun tabel

deskripsi Penetapan tersebut:

Tabel |

Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Lamongan
Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. Tentang Wali ‘Ada/

NO

IDENTIFIKASI

URAIAN

Duduk Perkara

- Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam.

- Ayah Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta.

- Ibu Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam.

- Calon Suami Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta.

- Hubungan cinta antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon
terjalin sejak bulan September 2009.

- Calon Suami Pemohon dan keluarganya berkali-kali meminang
Pemohon namun Ayah Pemohon selalu menolak.

- Menurut Pemohon, alasannya adalah perbedaan kondisi ekonomi
dan status sosial antara Ayah Pemohon yang merupakan orang
terpandang di desa, dengan Calon Suami Pemohon yang berasal
dari keluarga sederhana dengan penghasilan Rp. 500.000,- per
bulan.

- Pada tanggal 03 Juni 2010, Pemohon telah memberitahukan
kehendak pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama
setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak
dengan alasan wali.

- Pada tanggal 13 Oktober 2010, Pemohon mengajukan
Permohonan Wali Adlal di Pengadilan Agama Lamongan.

- Isi Permohonan Pemohon adalah:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Menyatakan Ayah Pemohon adalah wali adlal;

¢. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
untuk bertindak menjadi wali hakim dalam pernikahan
Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;

d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

- Pada Sidang tanggal 11 Desember 2010 Ayah Pemohon tidak
hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah.

- Dua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memberikan
keterangan yang serupa, yaitu bahwa (1) alasan Orang Tua
Pemohon tidak mau menjadi wali karena Calon Suami Pemohon
dianggap pernah merusak rumah tangga saudara suaminya; (2)
sekarang Pemohon tidak tinggal dengan orang tuanya melainkan
tinggal dengan di rumah calon suaminya.
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Pertimbangan
Hukum

- Berdasarkan keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon
maupun Saksi-saksi , maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan
calon suaminya telah bertekat bulat untuk menikah, karena
sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang,
dan tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut
syara' (Agama) maupun peraturan perundang-undangan.

- Karena ketidakhadirannya di persidangan, Ayah Pemohon
dianggap tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon
suaminya tanpa alasan yang jelas.

- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan
Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo. Pasal 23 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, maka Ayah Pemohon dapat dinyatakan
scbagai wali Adlal dalam pernikahan Pemohon dengan calon
suaminya tersebut.

- Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4) Peraturan Menteri Agama RI
Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinya yang
menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalam hal
ini adalah Kepala KUA setempat;

- Maijelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli figih
dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi:

0 .9 Nes 53 PRI P

>llaally b}u ae ) ul;("bw - Yo

Pemerintah  mengurus  rakyatnya  sesuai  dengan
kemashlahatarr,

- Berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan
Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

2. Penerapan Kaidah Fikih

Pada dasarnya, tidak ada kaidah fikih tertentu yang digunakan untuk

menetapkan perkara tertentu. Menurut Nurhadi, karena sifat keumuman

kaidah fikih itu sendiri, kaidah apapun bisa digunakan sebagai dasar

pertimbangan hukum. Hakim bisa memilih kaidah mana yang menurutnya

cocok untuk diterapkan dalam suatu perkara. Meski demikian, karena

keumumannya, kaidah tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya landasan

hukum.
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Selain kaidah fikih, dalam penctapan tersebut juga dicantumkan
undang-undang yang mengatur masalah wali ‘adal. Di antaranya adalah Pasal
18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo. Pasal 23
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri
Agama RI Nomor 11 tahun 2007. Namun walaupun “hanya” dianggap
sebagai pendapat ahli fikih yang diambil oleh majelis hakim, Nurhadi
menegaskan bahwa posisi kaidah fikih dalam penetapan tersebut bukanlah
sebagai pelengkap saj a.’

Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11
tahun 2007 berbunyi:

(1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab

(2) Syarat wali nasab adalah:

Laki-laki;

Beragama Islam;

Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;

Berakal,

Merdeka; dan
f Dapat berlaku adil.

(3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada
PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

(4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri
tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,
berhalangan atau adhal.

(5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
keputusan pengadilan.

opo o

¢ Drs. Nurhadi, M.H., Wawancara, Lamongan, 6 September 2011
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Sementara Pasal 23 KHI berbunyi:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setclah ada putusan pengadilan agama tentang wali
tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, didukung oleh keterangan saksi dan
ditambah ketidakhadiran wali pada saat sidang, wali ditetapkan ‘ada/ dan

karena itu perkawinan bisa dilaksanakan menggunakan wali hakim.

Sedangkan kaidah fikih tersebut berbunyi:

$. .
z

olacll, Lo et o plth a8
“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan’.
Dalam perkawinan, yang dimaksud a/-imam adalah hakim sebagai
pejabat negara, sementara ar-ra ‘iyyah adalah calon mempelai wanita.
Maslahat di sini diperuntukkan untuknya. Keputusan apapun yang ditetapkan
majelis hakim bertujuan untuk membela hak-haknya. Sebab ia dan calon
suaminyalah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga itu.

Keterangan dalam kitab al-Asybah wa an-Na,zé"b] berbunyi:
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7 Jalaluddin ‘Abdurrahman as-Suyuti, al-Asybah wa an-Naza’ir, (Surabaya: Al-Hidayah,
1965), 84
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Artinya: “Bahwa sesungguhnya pemerintah tidak boleh mengawinkan
seorang wanita dengan laki-laki yang tidak kufu’ (sepadan/setara) walaupun
(wanita tersebut) menginginkannya, karena kafa’ah (kesepadanan/kesetaraan
dalam perkawinan) merupakan hak bagi masyarakat muslim dan pemerintah
bertindak selaku wakil mereka, maka ia tidak berkuasa menggugurkan (hak
tersebut)”¥

Menurut Nurhadi, yang dimaksud kafz’ah hanyalah dalam masalah
agama saja. Apabila dua orang calon mempelai sudah sama-sama terbukti
beragama Islam, maka tidak seorangpun berhak menghalangi perkawinan
mereka. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam tidak ada pembahasan tersendiri menyangkut
kafa’ah. Yang ada hanyalah dasar perkawinan dan larangan perkawinan.
Apabila tidak ada pelanggaran atas dua hal ini, maka kedua mempelai sudah
dianggap kufu’dan perkawinan bisa dilangsungkan.

Lebih jauh, Nurhadi menolak pendapat yang mengatakan bahwa
kafi’ah dinilai dari kesetaraan antara calon suami dengan wali. Ia
berpendapat bahwa kaf2’ah itu bisa dinilai dari kedua calon mempelai. Dari
keterangan saksi, terungkap bahwa calon isteri telah tinggal satu atap
bersama Calon Suami selama beberapa waktu. Berdasarkan hal ini majelis

hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai tersebut sudah kufir’,

walaupun dalam konotasi yang buruk.

8 Ibid.
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

Pasal |

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Y ang Maha Esa.

Pasal 6
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan
pria lain;

b. scorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sesuai ketentuan di atas, wali tidak memiliki hak untuk menghalang-
halangi perkawinan kedua calon mempelai apabila keduanya sudah saling
mencintai dan tidak melanggar larangan perkawinan. Tidak ada wali mujbir
di Indonesia, karena menurut undang-undang, perkawinan didasarkan pada

persetujuan kedua calon mempelai. Posisi hakim adalah sebagai pelaksana

undang-undang dan ia menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang.



